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Abstrak
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang merupakan unsur pendukung tugas
Pemerintah Kota (Pemkot) Padang dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan
Pemkot yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Sangat banyak
data pelanggaran yang ditangani dan masih manualnya pendataan pelanggaran
mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan data pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)
sehingga diperlukan sebuah sistem informasi pendataan pelanggaran perda. Metode
pengembangan sistem dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian pustaka,
penelitian lapangan, penelitian laboratorium dan System Development Life Cycle (SDLC).
Bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini adalah PHP dengan database
MySQL Server. Hasil penelitian ini adalah sebuah sistem informasi pendataan pelanggaran
perda pada Satpol PP Kota Padang yang mempermudah dan mempercepat pengelolaan data
pelanggran perda, sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin baik.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Satpol PP, Perda, SDLC, PHP
Abstract
The Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Padang City is a supporting element of the Padang City
Government's task in securing and implementing City Government policies that are specific in the
field of peace and public order. So many data on violations are handled and the manual data collection
of violations results in not yet optimal management of data on violations of Regional Regulations
(Perda), so we need an information system for collecting data on violations of regulations. The method
of development in the preparation of this study in library research, field research, laboratory research
and System Development Life Cycle (SDLC). The author's program implementation uses PHP
programming language with MySQL Server database. This research result is an information system
data collection a breach of regulations on police officers of the city that will simplify and accelerate
data management wrongdoing, local regulations so that services on the community is getting better.
Keywords: MySQL Information Systems, Satpol PP, Perda, SDLC, PHP, MySQL
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PENDAHULUAN
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah[1].
Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang
melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan
Kepala Daerah. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dipimpin oleh
seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai Perda Kota Padang nomor 71 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Padang[2].
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang merupakan unsur
pendukung tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Padang dalam mengamankan dan
melaksanakan kebijakan Pemkot yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan
ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi Satpol PP Kota Padang sebagai
penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Padang adalah
seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima (PKL),
minuman keras, tindak kejahatan, prostitusi, kenakalan remaja, hotel, cafe,
gelandangan pengemis, anak jalanan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), penyakit
masyarakat (PEKAT) dan sebagainya.
Pada tahun 2018 tercatat 2491 kasus pelanggaran Peraturan Daerah telah
ditangani oleh Satpol PP kota Padang. Sementara itu pencatatan pelanggran perda
yang ditangani satpol PP masih dilakukan secara manual dengan menggunakan
Aplikasi Ms. Excel. Begitu banyaknya data pelanggaran yang ditangani dan masih
manualnya pendataan pelanggaran mengakibatkan tidak optimalnya pengarsipan.
Selain itu, dengan masih manualnya pencatatan data mengakibatkan sulitnya
melakukan pencarian berkas arsip pelanggran Peraturan Daerah yang
membutuhkan waktu cukup lama karena berkas arsip pelanggaran Peraturan
Daerah yang begitu banyak. Sistem manual juga mengakibatkan sering terjadinya
redudansi data terhadap pelanggar yang pernah melakukan pelanggaran Peraturan
Daerah. Kemudian sistem manual ini juga mengakibatkan sulitnya pimpinan dalam
memantau pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah yang sudah ditindak guna
dianalisis sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Adapun studi sebelumnya yang sudah membahas tentang penelitian yang
relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian pertama telah dilakukan oleh Rahmi
Andini Syamsuddin (2020) dengan judul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol
PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar
Serpong”, hasilnya adalah menunjukkan masih ada indikator kinerja yang masih
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kurang baik yaitu pada indikator effectiveness. Untuk 3 indikator lainnya sudah baik
seperti pada indikator responsibility, Unit SatpolPP Kecamatan Serpong telah
melakukan sosialisasi kepada PKL di Pasar Serpong. Selanjutnya untuk indikator
responsivitas, hasil terhadap kinerja SatpolPP Kecamatan Serpong sudah baik
berdasarkan pengukuran pada keluhan, kritik dan saran yang diterima dengan baik
oleh SatpolPP kecamatan Serpong. Indikator terakhir adalah accountability, hasilnya
adalah sudah baik. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam menjalankan penegakkan
Peraturan Daerah, SatpolPP Kecamatan Serpong sudah berjalan dengan mutu yang
baik, kisaran waktu yang sesuai serta prosedur yang tidaksulit dipahami oleh
masyarakat[3].
Penelitian kedua dilakukan oleh Ardi Cahya Prasetyo, dkk pada tahun (2018)
dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Kegiatan Operasional Pada Satpol PP
Tanjung Jabung Timur Jambi”, hasil penelitiannya adalah dengan adanya sistem
informasi maka kegiatan operasional pada Satpol PP Tanjung Jabung Timur sudah
lebih terorganisir dan lebih rapi dibandingkan pada saat belum menggunakan sistem
informasi dan masyarakat umumpun dapat langsung melaporkan pelanggaran yang
terjadi langsung melalui sistem informasi ini, tanpa perlu datang ke kantor Satpol PP
Tanjung Jabung Timur[4].
Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Taher Jufri dan Ratzwell Bonay
(2017) dengan judul “Sistem Informasi Kepegawaian Pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi  Papua”, hasil penelitiannya adalah dengan     menggunakan
sistem     informasi kepegawaian pada kantor satuan polisi pamong praja provinsi
papua ini maka dapat mempermudah petugas khususnya pada bidang kepegawaian
untuk mengolah data pegawai dan data surat ijin belajar, surat keterangan, dan surat
cuti pegawai secara cepat[5].
Beberapa penelitian terdahulu belum pernah membahas tentang pendataan
pelanggaran peraturan daerah pada Satpol PP  dan berdasarkan permasalahan yang
terjadi pada pendataan pelanggaran peraturan daerah di atas maka penulis
berinisiatif membuatkan sebuah sistem yang terkomputerisasi untuk pencatatan dan
monitoring data pelanggaran peraturan sehingga memudahkan petugas Satpol PP
dalam menjalankan tugasnya. Sistem Informasi adalah kumpulan elemen yang
saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan  untuk
mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan
informasi[6]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata
dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang,
bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku[7].
Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, data pelanggaran akan
tersimpan dengan aman dalam sebuah database sehingga mempermudah petugas
Satpol PP dalam pencarian arsip data yang telah lama. Selain itu, juga
mempermudah pimpinan untuk mengakses data pelanggaran Peraturan Daerah
melalui internet browser dengan menggunakan opera, google chrome dan lain-lain.
Sistem Informasi Pendataan Pelanggaran Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
Journal of Science and Technology: Jurnal Sains dan Teknologi, 1(1), 2021 | 23
METODOLOGI
Metodologi penelitian merupakan mekanisme penyelesaian masalah
penelitian dan menjelaskan mengenai metode yang digunakan selama penelitian
ini[8]. Metode yang akan dipakai dalam penelitian sangat menentukan kualitas hasil
penelitian tersebut, dalam penulisan ini metode yang penulis gunakan adalah :
1. Penelitian Pustaka (Library Research)
Dalam penelitian ini, penulis banyak memperoleh referensi dari buku-buku,
internet, dan literatur yang berhubungan dengan pemecahan masalah
dalam pendataan pelanggaran Perda pada Satpol PP kota Padang.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Dalam penelitian lapangan ini dilakukan peninjauan langsung ke lapangan
yaitu mendatangi kantor Satpol PP kota Padang, dalam pengumpulan
datanya adalah dengan teknik wawancara dan pemberian daftar pertanyaan
(Quisioner) kepada bagian-bagian yang terkait dengan penulisan ini.
3. Penelitian Laboratorium (Laboratory Research)
Penelitian Laboratorium merupakan penelitian yang dilakukan di
laboratorium komputer dan berguna untuk mengolah data serta informasi
yang telah didapat dengan tujuan untuk menguji kebenaran dari rancangan
dan desain yang diterapkan.
4. Systems Development Life Cycle (SDLC)
Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi.
Metode siklus hidup pengembangan sistem atau system development life cycle
(SDLC) mempunyai beberapa tahapan, dari suatu tahapan awal ke tahapan
akhir, lalu kembali lagi ke tahapan awal membentuk suatu  siklus  atau
daur hidup [9].
SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan
langkah-langkah dari setiap tahapan. SDLC ini juga merupakan siklus
pengembangan sistem yang meliputi sebagai berikut:
a. Perencanaan (Planning)
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang ada pada sistem
sedang berjalan, diantaranya adalah belum tersedianya sistem informasi
yang dapat digunakan secara online dan pembuatan  laporan yang
lengkap sebagai acuan atasan dalam hal pembinaan dan pengembangan
karir pegawai.
b. Analisis Sistem (System Analysis)
Tujuan dari analisis sistem adalah untuk menentukan masalah yang
dihadapi dalam pendataan pelanggaran perda pada Satpol PP kota
Padang, supaya mengetahui apa yang harus dilakukan untuk
memperbaiki sistem yang sedang berjalan, sehingga diharapkan masalah
yang ada dapat diatasi.
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c. Rancangan Sistem (System Design)
Pada sistem design, yaitu melakukan perancangan konsep berupa
pembuatan Context Diagram, DFD, dan ERD sistem informasi pendataan
pelanggaran perda pada Satpol PP kota Padang. Disamping ini juga
melakukan perancangan fisik yang meliputi:
(1) Perancangan input, perancangan ini menentukan masukan atau
entrian data yang digunakan pada kegiatan input data, misalnya
seperti entrian data pelanggar.
(2) Perancangan database, perancangan ini menentukan format database
yang digunakan untuk menghasilkan suatu sistem informasi
pendataan pelanggaran perda pada Satpol PP kota Padang   yang
lebih aman dan akurat.
(3) Perancangan output, perancangan ini menentukan format dan isi
dari laporan yang di inginkan untuk sistem informasi manajemen
pendataan pelanggaran perda pada Satpol PP kota Padang   guna
tindak lanjut pengambilan keputusan oleh atasan.
d. Implementasi (Implementation)
Pada tahap ini dilakukan implementasi dari perancangan design yang
telah dilakukan, sehingga pada tahap ini menghasilkan suatu perangkat
lunak (software) yang dapat digunakan oleh Satpol PP kota Padang
dalam hal meningkatkan kinerja Satpol PP kota Padang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada hasil dan pembahasan ini akan dibahas tentang hasil analisis, perancangan
sistem dan pembahasan hasil penelitian.
1) Hasil Analisis
Analisis sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan sistem
yang menjadi fondasi dalam menentukan keberhasilan sistem informasi yang
dihasilkan nantinya.[10] Analisis sistem didefinisikan bagaimana memahami dan
mengekpresikan dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem.[11]
Berdasarkan pengamatan di lapangan, diperoleh gambaran secara singkat
tentang keadaan sistem yang berjalan pada Satpol PP Kota Padang, kendalanya
yaitu Satpol PP mengalami kesulitan dalam mengelola data pelanggaran
peraturan daerah yang belum terorganisir secara baik sehingga hal tersebut
mengurangi kinerja Satpol PP.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan kendala yang terjadi pada
sistem yang sedang berjalan saat ini, maka diusulkan suatu aplikasi yang dapat
membantu dan memberikan kemudahan baik dalam melakukan proses
pencatatan data pelanggaran yang saat ini sering terjadi kesalahan dan memakan
waktu yang lama. Selain itu, dengan adanya pembuatan aplikasi pendataan
pelanggaran peraturan yang diusulkan dapat membantu pihak Satpol PP dalam
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proses kegiatan pengolahan data pelanggaran peraturan yang belum sepenuhnya
dapat terselesaikan dengan baik. Serta dapat membantu meningkatkan kualitas
dan kinerja Satpol PP serta pimpinan lebih mudah memonitoring data
pelanggran secara langsung dan secara cepat bisa memperoleh laporan data
pelanggran tanpa harus menunggu rekapan dari operator staf P3D.
2) Perancangan Sistem
Desain diperlukan dengan tujuan bagaimana sistem akan memenuhi
tujuannya dibuat atau diciptakan. Desain sistem terdiri dari kegiatan dalam
mendesain yang hasilnya sebuah spesifikasi dari sistem[12]. Adapun
Perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan alat bantu perancangan
terstruktur yaitu Context diagram dan Entity Relationship Diagram (ERD).
a) Context Diagram
Context Diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang
terdapat didalam suatu organisasi yang memperhatikan batasan (boundary)
sistem, adanya interaksi antara eksternal entiti dengan suatu sistem, dan
informasi secara umum mengalir diantara entiti dan sistem[13]. Context diagram
untuk Sistem Informasi Pendataan Pelanggaran Peraturan Daerah (SIMGARDA)
dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Context Diagram SIMGARDA
Pada Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa sistem informasi yang diusulkan
memiliki 4 (empat) terminator atau entitas, yaitu admin, penyidik, staf
administrasi dan pimpinan. Pada gambar tersebut juga menjelaskan secara
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umum aktifitas apa saja yang dapat dilakukan oleh masing-masing entitas atau
terminator dan apa saya respon yang diberikan sistem atas aksi yang dilakukan
oleh entitas.
2. Data Flow Diagram (DFD)
Data  flow  diagram  berfungsi  untuk  menggambarkan  arus  data
dalam sistem dengan terstruktur  dan  jelas[14]. Adapun DFD dari
SIMGARDA dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. DFD SIMGARDA
2. Entity Relationship Diagram (ERD)
ERD (Entity Relationship Diagram) ERD   merupakan   hubungan antara entity-
entity yang   terdapat dalam suatu database [15]. Adapun ERD dari SIMGARDA
ini dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. ERD SIMGARDA
Pada Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa :
a. Entitas jenis pelanggaran dengan entitas pelanggaran peraturan memiliki
derajad kardinalitas one-to-many. Yang mana satu jenis pelanggaran bisa
memiliki satu atau lebih pelanggaran peraturan dan satu pelanggaran
peraturan memiliki satu jenis pelanggaran.
b. Entitas pelanggar dengan entitas pelanggaran peraturan memiliki derajad
kardinalitas one-to-many. Yang mana satu pelanggar bisa memiliki satu
atau lebih pelanggaran peraturan dan satu pelanggaran peraturan
memiliki satu pelanggar.
c. Entitas pelanggar dengan entitas keluarga memiliki derajad kardinalitas
one-to-one. Yang mana satu pelanggar memiliki satu keluarga dan satu
keluarga memiliki satu pelanggar.
d. Entitas pekerjaan dengan entitas pelanggar memiliki derajad kardinalitas
one-to-many. Yang mana satu pekerjaan bisa memiliki satu atau lebih
pelanggar dan satu pelanggar memiliki satu pekerjaan.
e. Entitas pendidikan dengan entitas pelanggar memiliki derajad kardinalitas
one-to-many. Yang mana satu pendidikan bisa memiliki satu atau lebih
pelanggar dan satu pelanggar memiliki satu pendidikan.
f. Entitas agama dengan entitas pelanggar memiliki derajad kardinalitas one-
to-many. Yang mana satu agama bisa memiliki satu atau lebih pelanggar
dan satu pelanggar memiliki satu agama.
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g. Entitas agama dengan entitas pegawai memiliki derajad kardinalitas one-
to-many. Yang mana satu agama bisa memiliki satu atau lebih pegawai dan
satu pegawai memiliki satu agama.
3) Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan analisis dan perancangan sistem maka dapat dibuat SIMGARDA ini.
Berikut ini hasil dari implementasi sistem yang telah dirancang oleh penulis
sebagai berikut.
a) Halaman Login
Sistem ini berbasis web namun dijalankan secara local di server terpusat,
maka halaman pertama kali muncul adalah halaman login sebagai sistem
keamanan sehingga tidak sembarangan user dapat mengakses sistem ini.
Adapun halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Login SIMGARDA
b) Menu Admin
Menu admin berfungsi untuk pengelola dari seluruh sub-sub dalam  menu
tersebut. Keseluruhan sub-sub menu tersebut dieksekusi dalam menu
Admin. Adapun menu admin dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Manu Admin SIMGARDA
c) Form Pelanggaran
Form pelanggaran berisi tentang identitas si pelanggar form ini hanya bisa
diakses oleh petugas. Adapun halaman login dapat dilihat pada Gambar 6.
Sistem Informasi Pendataan Pelanggaran Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
30 | Journal of Science and Technology, x(x), xxxx
Gambar 6. Form Pelanggaran SIMGARDA
d) Form Keluarga
Form keluarga berisi identitas keluarga si pelanggar seperti data ayah, data
ibu dan kerabat. Adapun form data pelanggar dapat dilihat pada Gambar
7.
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Gambar 7. Form Keluarga
e) Form Pelanggaran Peraturan
Form ini berisi tentang jenis pelanggaran yang dilanggar, waktu, tempat,
bersama, serta tindakan. Adapun halaman dapat dilihat pada Gambar 8.
Sistem Informasi Pendataan Pelanggaran Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
32 | Journal of Science and Technology, x(x), xxxx
Gambar 8. Form Pelanggaran Peraturan
f) Laporan Data  Penertiban Pelanggaran
Menu ini akan menampilkan data dari Pelanggar, nama ayah, nama ibu,
jenis pelanggaran, dan petugas juga  bisa melakukan Edit dan Hapus pada
menu ini. Adapun laporan penertiban dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Laporan Penertiban
g) Rekapitulasi Penertiban
Pada menu ini petugas dan pimpinan dapat melihat jumlah data
pelanggaran peraturan berdasarkan jenis dan bulan. Adapun rekapitulasi
penertiban dapat dilihat pada Gambar 10.
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Gambar 10. Rekapitulasi Penertiban
h) Grafik penertiban per Jenis Pelanggaran per Bulan
Pada menu ini petugas dan pimpinan dapat melihat Grafik Penertiban Per
Jenis Pelanggaran Per Bulan. Adapun grafik penerbitan dapat dilihat pada
Gambar 11.
Gambar 11. Grafik Penertiban
SIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu
membuat sistem informasi pendataan pelanggaran Perda pada Satpol PP Kota
Padang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Aplikasi ini dapat mempermudah Satpol PP dalam melakukan pendataan dan
pencarian data pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Aplikasi ini dapat lebih mengoptimalkan pengarsipan data dan bisa
mencegah terjadinya redudansi data pelanggar Peraturan Daerah.
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3. Aplikasi ini dapat mempermudah pimpinan Satpol PP Kota Padang dalam
memantau pelangaran Peraturan Daerah yang sudah ditindak.
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